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a.

BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

Setelah dibahas pada bab sebelumnya mengenai latar belakang masalah sampai
anfaat dari penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori sebagai
rangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai
sar analisis yang diambil dari berbagai literatur.

Sehingga didapatkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang diteliti.
lain itu, bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

emudian kerangka pemikiran serta hipotesis.

Landasan Teori

1.  Perpajakan

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat
1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut pendapat ahli: (dalam Erly Suandy
2011:8)
1. Menurut N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan

terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan
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semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum”.

Menurut M. J. H. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang
melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan,
tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan
dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk
membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Soeparman Sormahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Rochmat Soemitro, S. H.:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan ciri—ciri yang

melekat pada pengertian pajak adalah:

)

)

©)

(4)

Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh
pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
Pajak  diperuntukkan  bagi

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah.
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(5)

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

tertentu dari pemerintah.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) di bagi menjadi

dua, yaitu:

@)

)

Fungsi finansial (budgeter), yaitu memasukan uang sebanyak-
banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara.

Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai
alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi,

sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:10), dalam memungut pajak

dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1.

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang
terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif
serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya
berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak
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tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada
pada aparatur perpajakan).
Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib
Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta
kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada
di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu
menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan
yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan
menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, oleh karena
itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
(@ Menghitung sendiri pajak yang terutang;
(b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
(c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
(d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
(e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang;

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan
pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri

(peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

10
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With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan
pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor,
dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan
yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan
pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Peranan domian ada pada pihak ketiga.

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith (dalam Erly Suandy 2011: 2), ada empat

asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama four cannons atau

the four maxims dengan uraian sebagai berikut:

1.

Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang
dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan
yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam
hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan
diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan
yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam

keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

11
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Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi kompromis (not arbitraty). Dalam asas
ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek
pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai
pembayaran.

Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi
Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat
diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien)
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar
dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya
pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar

dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Perlawanan terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang

ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Menurut Erly

Suandy (2011: 20), perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua

bagian, adalah sebagai berikut:

1.

Perlawanan Pasif
Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan
keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang

bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan

12
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suatu upaya Yyang sistematis dalam rangka menghambat
penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya,
kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah
atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak
Penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan
perbankan.
Perlawanan Aktif
Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian
usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar
pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah
sebagai berikut:
(@) Penghindaran pajak (tax avoidance)
(b) Penggelapan pajak (tax evasion)
Penggelapan  pajak (tax evasion)  merupakan
pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar
peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu
atau menyembunyikan data.
Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan

sanksi pidana.

13
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2.

Tax Avoidance

a.

Definisi Tax Avoidance

Definisi tax avoidance menurut pendapat ahli dalam Siti

(2010:147)

1)

)

3)

Menurut Robert H Anderson

“Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan cara
mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan
terutama melalui perencanaan perpajakan”.

Menurut N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest

“Penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai manipulasi
penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Ernest R. Mortensen

“Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu
peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau
menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan adanya
atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh
karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran
atas perundang-undangan perpajakan atau secara etika tidak
dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk
mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan
beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh
undang-undang pajak”.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa tax avoidance

adalah tindakan mengurangi pajak dengan cara legal atau tidak

melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

14
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b.  Pengukuran Tax Avoidance

Hanlon dan Heitzman (dalam Sartika 2012) menyebutkan
terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax

avoidance. Pengukuran itu dirangkum di dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

nsul) oY g1 W eadd seH (J)

Pengukuran Tax Avoidance

-

Pengukuran Cara Perhitungan

=

| GAAP CETR Worldwide total income tax expense

-4

Worldwide total pre-tax accounting income

“Current ETR Worldwide current income tax expense

74}

Worldwide total pre-tax accounting income

r4J

Cash ETR Worldwide cash taxes paid

{QID UM MIAMM eMileuiojul uep stusig ing

Worldwide total pre-tax accounting income

<

Long-run cash ETR Worldwide cash taxes paid

Worldwide total pre-tax accounting income

ETR Differential Statutory ETR-GAAP ETR

DTAX Error term from the following regression:
ETR differential x pre-tax book income = a

+ b x control + e

Total BTD Pre-tax book income — ((U.S. CTE + Fgn
CTE)/U.S. STR) — (NOLt — NOLt.1))

IJeuw.ioju] uep siusig ynjnisuj

\|

% Temporary BTD Deferred tax expense/U.S.STR

§.

== Sumber: A Review of Tax Research ( Hanlon Heitzman 2010)
‘T”S
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Pengukuran Cara Perhitungan

-
_yAbnormaI total BTD Residual from BTD/TAit = BTAit + Pmi + eit

-Unrecognized tax benefits

Disclosed amount post-FIN48

- Tax shelter activity Indicator variable for firms accused of

engaging in a tax shelter

17 7171 TQt

Marginal tax rate Simulated marginal tax rate

wsun) ovv g eadid ye /AN

.

3. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan  kemampuan perusahaan  untuk
menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator
keberhasilan operasi perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio
probabilitas/laba menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan

hasil selama satu periode produksi.

(319 ueny Y1my| exizewopu| uep siusig 3

Menurut Said dan Chandra (2015), rasio profitabilitas terdiri dari:

a.  Gross Profit Margin (GPM)

GPM merupakan laba yang didapat dari selisih harga jual dan

Ig 3nISu|

harga pokok penjualan.

Penjualan — Harga Pokok

GPM = :
Penjualan
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b.  Net Profit Margin (NPM)
NPM menunjukkan laba yang didapat setelah penerimaan

(sales) dikurangi seluruh biaya, atau laba akhir.

Laba Akhir

NPM = _
Penjualan

c.  Returnon Assets (ROA)

ROA menunjukkan laba bagi perusahaan.

Laba Akhir (EAT)

ROA= Total Aktiva

d.  Returnon Equity (ROE)

ROE menujukkan laba bagi pemegang saham.

Laba Akhir (EAT)

ROE =
Ekuitas

Umur Perusahaan

Ida dan Putu (2015) menyatakan bahwa umur perusahaan yaitu
seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI.
Umur perusahaan juga menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk
tetap going concern dan mampu bersaing di dalam dunia usaha.
Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin
banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan

kecenderungan untuk melakukan tax avoidance akan semakin tinggi.
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5.  Leverage

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan
menggunakan hutang dalam pembiayaan. Rasio leverage adalah
mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini
dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar
dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Menurut Temy dan Ahalik (2014), jenis-jenis leverage sebagai
berikut:
a.  Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan

modal sendiri. Dari pengertian ini, maka diperoleh rumus:

Total Kewajiban

DER =
Total Modal

b.  Times Interest Earned
Rasio ini perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan
pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan
besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka
panjang. Dari pengertian ini, maka diperoleh rumus:

Income before income taxes and interest expense

Times Interest Earned =
Interest expense
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Sales Growth

Sales Growth adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke
tahun atau waktu ke waktu. Semakin tinggi angka sales growth, maka
perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang bagus (Verawati
dan Juniarti, 2014) Menurut Rosella dan Andayani (2015), pertumbuhan
penjualan merupakan tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan
perusahaan dalam pertumbuhan di masa yang akan datang.

Menurut Tita (2011), pertumbuhan penjualan mencerminkan
manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan
sebagai prediksi pertumbuhan penjualan masa yang akan datang.
Meningkatnya pertumbuhan penjualan mendorong manajemen untuk
menggunakan atau menambah hutang. Penambahan hutang ini dapat
dipandang sebagai meningkatnya kepercayaan masyarakat, khususnya
investor terhadap perusahaan. Meskipun konsekuensi dari penambahan
hutang adalah peningkatan risiko bagi perusahaan, namun investor
percaya bahwa manajemen akan mampu mengelola hutang tersebut
dengan baik, sehingga dampak penggunaan hutang atau peningkatan
risiko tidak membawa efek negatif bagi perusahaan.

Sales growth dengan cara penjualan akhir periode dikurangi dengan
penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode (Calvin dan
| Made Sukartha, 2015)

Penjualan Akhir Periode — Penjualan Awal Periode

Sales Growth =
Penjualan Awal Periode
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7.

Teori Agensi

Agency Theory merupakan implementasi dalam organisasi modern.
Teori Agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang
saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga
profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan
bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari
kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh
keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang efisien
mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.
Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan
perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen
perusahaan. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan
sebagai agen-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang
dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang didapatkan
agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas
mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh
manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola
manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekeria demi kepentingan
perusahaan.

Namun pada sisi lain, pemisahan seperti ini memiliki segi untuk
keleluasaan pengelola perusahaan memaksimalkan laba perusahaan bisa
mengarah pada memaksimalkan kepentingan pengelolaannya sendiri
dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.
Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula transparansi dalam penggunaan dana

pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-
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kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola
manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan
pemegang saham minoritas.

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yang
memandang sebagai suatu versi dari game theory yang membuat suatu
model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu
pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal
mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent,
hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah
kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak
kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agent maupun
principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Scott (2003: 305) mengatakan bahwa agency theory adalah
perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan
kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan
keinginan principal, dimana kepentingan para agen pasti berbeda atau
bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu sebuah
keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak agen dan prinsipal secara
bersama-sama dan kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk
melakukan tindakan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya.
Baik agen maupun prinsipal harus patuh pada ikatan kontrak yang ada,
dimana ikatan tersebut harus mencapai kepentingan prinsipal dan agen,
agar alur organisasi dapat berjalan lancar dan tujuan permasalahan dalam

mengarahkan agen untuk bertindak dalam memaksimalkan perusahaan
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maupun organisasi dalam tiap tingkatan manajemen yang disebut sebagai
agency relationship.

Konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat perlakuan pajak
agresif (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Permasalahan keagenan dimana
terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal memicu
timbulnya perilaku aggresive tax avoidance. Hal ini dikarenakan di satu
sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang
tinggi sedangkan sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak
melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani agency
problem ini timbul perilaku aggresive tax avoidance dalam rangka

mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.
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Leverage, dan
Pertumbuhan Penjualan

terhadap Tax Avoidance.

B.  Penelitian Terdahulu

I Tabel 2.2

Q

=

(o)

< Penelitian Terdahulu

Q

=

=Nama Peneliti dan Judul Penelitian Hasil Penelitian
=

ETahun Penelitian (Kesimpulan)
A

fél'da Ayu Rosa Dewinta | Pengaruh Ukuran Ukuran perusahaan
0

ddan Perusahaan, Umur berpengaruh positif
=)

“Putu Ery Setiawan | Perusahaan, Profitabilitas, | terhadap tax avoidance.

Umur perusahaan
berpengaruh positif
terhadap tax avoidance.
Profitabilitas
berpengaruh positif
terhadap tax avoidance.
Leverage tidak
berpengaruh terhadap
tax avoidance.
Pertumbuhan penjualan
berpengaruh positif

terhadap tax avoidance.
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Nama Peneliti dan

:@I'ahun Penelitian

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

(Kesimpulan)

L
“Citra Lestari Putril

o)

-Eﬂan Maya Febrianty

i

QD
c
—
QD
)
M)
~
N
o
—
(<)
—

(31D UeIy YIM) exnewIo U] uep siusig 3NIsul) DY 14|

Pengaruh Capital Intensity
Ratio, Inventory Intensity
Ratio, Ownershio
Structure dan Profitability
terhadap Effective Tax

Rate (ETR)

Capital intensity ratio
berpengaruh secara parsial
terhadap ETR.

Inventory intensity ratio
berpengaruh secara
parsial terhadap ETR.
Managerial ownership
tidak berpengaruh secara
parsial terhadap ETR.
Institutional ownership
tidak berpengaruh secara
parsial terhadap ETR.
Profitability berpengaruh
secara parsial terhadap

ETR.

Deddy Dyas Cahyono,
Rita Andini dan

Kharis Raharjo (2016)

Pengaruh Komite Audit,
Kepemilikan Institusional,
Dewan Komisaris, Ukuran
Perusahaan (Size),
Leverage (DER) dan

Profitabilitas (ROA)

Jumlah Komite Audit
berpengaruh terhadap Tax
Avoidance (CETR)
Kepemilikan Institusional
berpengaruh terhadap Tax

Avoidance (CETR).

3|9 uepy )|
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terhadap tindakan
Penghindaran Pajak (Tax

Avoidance).

Proporsi Dewan Komisaris
Independen (PDKI) tidak
berpengaruh terhadap Tax
Avoidance (CETR).
Ukuran Perusahaan tidak
berpengaruh terhadap Tax
Avoidance (CETR).
Leverage (DER) tidak
berpengaruh terhadap Tax
Avoidance (CETR).
Profitabilitas yang diukur
dengan (ROA) tidak
berpengaruh terhadap Tax

Avoidance (CETR).

Gusti Ayu Cahya
Maharani dan Ketut

lit Suardana (2014)

Pengaruh Corporate
Governance, Profitabilitas
dan Karakteristik
Eksekutif pada Tax
Avoidance Perusahaan

Manufaktur

Proporsi dewan komisaris,
kualitas audit, komite audit
yang merupakan proksi
dari corporate governance
dan ROA yang

merupakan proksi dari

profitabilitas
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berpengaruh negatif, risiko
perusahaan yang
merupakan proksi dari
karakteristik eksekutif
berpengaruh positif,
sedangkan sisanya yaitu
kepemilikan insitusional
yang merupakan proksi
dari corporate governance
tidak berpengaruh
terhadap tindakan tax

avoidance.

Kerangka Pemikiran

19 ISy

avoidance.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

profitabilitas, umur perusahaan, leverage, dan sales growth terhadap tax
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Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dalam
penelitian Ida dan Putu (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas
berpengaruh positif terhadap tax avoidance, artinya semakin tinggi
profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat tax avoidance suatu
perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar
akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (loopholes) terhadap
pengelolaan beban pajaknya.

Salah satu rasio profitabilitas adalah Return on Assets (ROA). ROA
merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa
besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin
tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset
suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga
laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent
untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh
membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan
peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan
tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya

termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang
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dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam
industri yang sama maupun berbeda. (Ida dan Putu, 2016).

Kemudian perusahaan akan lebih banyak pengalaman dalam
melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan tersebut memiliki waktu
operasional yang lama. Ditambah dengan sumber daya manusia yang
semakin profesional dalam mengatur beban pajaknya. Sehingga umur
perusahaan juga meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan tax
avoidance.

H2: Umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah dengan
hutang. Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan
dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada
komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar.
Semakin tinggi nilai rasio leverage maka semakin tinggi pula jumlah
pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan
semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya
bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba
perusahaan sehingga beban pajak perusahaan pun ikut berkurang.

H3: Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance
Sales growth pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin

besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan
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meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan
akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena
dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan
memperoleh profit yang meningkat pula. Secara logika, apabila
pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan
mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung
untuk melakukan praktik tax avoidance karena profit besar akan
menimbulkan beban pajak yang besar pula.

H4: Sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance.

Gambar 2.1
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